
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan
Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara RepubIik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang -
Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia
Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 ten tang
Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844};

4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 ten tang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 141 huruf c
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah, perlu perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Retribusi Izin Gangguan;
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7. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 ten tang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
58 Tahun 2010 ten tang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 27 Tahun 1983 ten tang Pelaksanaan Kitab Undang
Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3258);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 ten tang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana
telah diu bah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009
tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong
Nomor 02 Tahun 1991 ten tang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong
(Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong
Nomor 09 Tahun 1991 Seri C Nomor Seri I};

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007
tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 09,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007
ten tang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong
(Lembaran Daerab Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010
ten tang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01);



Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur

~ penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Kas Daerah adalah Kas milik Pemerintah Daerah.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan! atau modal yang merupakan kesatuan,

baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang
meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan
Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam
bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau
organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak
investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

7. Retribusi Izin Gangguan adalah pembayaran atas pemberian izin tempat
usaha/Icegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat
menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat
usaha/Icegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah
Daerah.

8. Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu
Pemerintah Daerah dalam pemberian izin kepada orang pribadi atau badan
yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan
pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya
alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi
kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan
perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran
retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah
surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi
yang teru tang.

11. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah
surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administratif berupa
bunga danjatau denda.

BAB I
KETENTUANUMUM

PERATURANDAERAHTENTANGRETRIBUSI IZINGANGGUANMenetapkan

MEMUTUSKAN:

DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENTABALONG
dan

BUPATITABALONG

Dengan Persetujuan Bersama



Pasal 7
(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan

untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin
gangguan.

BABV
PRINSIPDANSASARANDALAMPENETAPANSTRUKTURDANBESARNYATARIF

Pasal6
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dampak, lokasi, sebaran dampak,
besarnya modal, bentuk usaha dan luasan tempat usaha.

BABN
CARAMENGUKURTINGKATPENGGUNAANJASA

Pasal5
....___Retribusi Izin Gangguan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BABIII
GOLONGANRETRIBUSI

Pasal4
Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin tempat
usaha / kegiatan dari Pemerintah Daerah.

Pasal3
(1) Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan

kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya,
kerugian dan zatau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan
usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban,
keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan
memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.

(2) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau
Pemerintah Daerah.

Pasal2
Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas
pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi
tertentu yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian darr/atau gangguan.

BAB II
NAMA,OBJEK DANSUBYEKRETRIBUSI

12. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan
yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang
dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah
dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.



RADIUS Indeks
a. Kurang dari atau sama dengan 1 Km (~ 1 km) 1,0
b. Lebih dari 1 km sampai dengan 5 km 1,25
c. Lebih dari 5 km sampai dengan 10 km 1,5
d. Lebih dari 10 km 2

3. INDEKS SEBARAN DAMPAK(ISD)

WILAYAH Indeks
a. Wilayah Utara lHaruai, Bintang Ara, Upau, Muara Uya, Jaro) 1,0
b. Wilayah Selatan (Pugaan, Kelua, Banua Lawas, Muara Harusl 1,25
e. WiIayah Ten_g_ahITanjung, Tanta, Murung Pudakl 1,5

2. INDEKS LOKASI (IL)

DAMPAK Indeks
a. Dampak sangat keeil 1,0
b. Keeil / SPPL 1,25
c. Sedangj UKL - UPL 3
d. Besar / AMDAL 5

1. INDEKS DAMPAK(ID)

a. DAFTAR INDEKS DANTARIF DASAR SEBAGAI DASAR PERHITUNGAN TARIF
RETRIBUSI IZINGANGGUAN

(1) Perhitungan untuk menetapkan besarnya retribusi Izin Gangguan
ditentukan berdasarkan indeks dan tarif dasar yang dihitung berdasarkan
rumus:
Retribusi Izin Gangguan (RIG) = ID x IL x ISD x IBM x IBU X ILTUX Tarif
ID = Indeks dampak
IL = Indeks lokasi
ISD = Indeks sebaran dampak
IBM = Indeks besarnya modal
IBU = Indeks bentuk usaha
ILTU = Indeks Luasan tempat usaha
Tarif = Klasifikasi biaya
Daftar indeks dan tarif retribusi izin gangguan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah sbb:

(2)

Pasal8

BABVI
STRUKTUR DANBESARNYATARIF

(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dan pengendalian kegiatan
usaha seeara terus menerus dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan,
dan biaya dampak negatif dari pemberian izin gangguan.



-__

Perhitungan retribusi izin gangguan (RIG) : ID x IL x ISD x IBM x IBU X ILTUX Tarif
= 1,0x 1,0x 1,0x 1,0x 1,0X 1,0X Rp. 100.000,
= Rp.100.000,-

indeks: 1,0
indeks: 1,0
indeks: 1,0
indeks : 1,0
indeks: 1,0
indeks: 1,0
Rp.100.000,-

c. CONTOHPERHITUNGAN
(biaya terkecil) :
a. Dampak sangat ked! (ID)
b. Wilayah Utara (ILl
c. Radius kurang dari 1 km (ISD)
d. Modal kurang 50 jt (IBM)
e. Perusahaanperorangan (IBU)
f. Luas Tempat Usaha ::;50m? (LTU)
g. Tarif

DAMPAK Rp.
a. Dampak sangat ked! 100.000,00
b. Kecil I SPPL 150.000,00
c. SedangI UKL - UPL 200.000,00
d. Besar / AMDAL 500.000,00

b. TARIF

LUAS Indeks
a. sampai dengan 50 m? 1
b. 50 m? sampai dengan 200 m? 1,25
c. 200 m? sampai dengan 500 m? 1,50
d. 500 m? keatas 3

6. INDEKS LUASAN TEMPAT USAHA (LTU), tidak termasuk untuk usaha
perkebunan dan pertambangan.

BENTUK Indeks
a. PerusahaanPerorangan 1,0
b. Koperasi 1,25
c. CV (persekutuan komanditer) 1,5
d. Badan Usaha Lainnya 2,0
e. PT (PMDN) 5,0
f. PT (PMA) 6,5

5. INDEKSBENTUKUSAHA(IBU)

MODALKEKAYAAN lndeks
a. Usahamikro, modal usaha s.d. Rp.50.000.000,OO 1,0

tidak terrnasuk tanah danIatau bangunan
b. Usaha kecil, modal usaha diatas Rp.50.000.000,00 s.d. 1,25

Rp.500.000.000,00 tidak terrnasuk tanah danl atau bangunan
c. Usaha menengah,modal usaha diatas Rp.500.000.000,00 s.d. 1,5

Rp.l0.000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan/utau bangunan
d. Usahabesar, modal usaha diatas Rp.l0.000.000.000,00 2

tidak termasuk tanah dan/ atau bangunan

4. INDEKSBESARNYAMODAL(IBM)

/



Pasal13
(1) Retribusi yang terutang harus dibayar secara tunai/Iunas.
(2) Pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penentuan tempat
pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan
peraturan bupati.

Pasal12
--__/(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
berupa karcis, kupon dan kartu langganan.

(4) hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara
bruto ke kas daerah.

BABVIII
PENENTUANPEMBAYARAN,TEMPATPEMBAYARAN,ANGSURANDAN

PENUNDAANPEMBAYARAN

Pasal 11
Retribusi izin gangguan dipungut diwilayah daerab.

BABVII
WILAYAHPEMUNGUTAN

Pasall0
(1) Izin gangguan berlaku selama kegiatan u saba masih dilakukan
(2)Masa retribusi izin gangguan ditetapkan selama 24 (dua puluh empat) bulan

dengan kewajiban mendaftar ulang setiap masa retribusi [registrasi).
(3) Pendaftaran ulang retribusi izin gangguan dikenakan biaya sebesar 50 %

(limapuluh per sen) dari nilai retribusinya.

Pasal9
(1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
(3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan

dengan Peraturan Bupatio

(Khusus untuk Usaha Perkebunan dan Pertambangan) :
a. Dampak besar / AMDAL(ID) --- indeks : 5,0
b. Wilayah Tengah (IL) indeks: 1,5
c. Radius lebih dari 10 km (ISD) indeks: 2,0
d. Modallebih dari 10 m (IBM) indeks : 2,0
e. Perusahaan (PMDN) (IBU) indeks : 5,0
f. Luas Tempat Usaha (ILTU) --- indeks: 1,0
g. Tarif --- Rp. 500.000,-

Perhitungan retribusi izin gangguan (RIG) : ID x ILx ISD x IBMx IBU X ILTUX Tarif
= 5,0 x 1,5 x 2,0 x 2,0 x 5,0 x 1,0 x Rp. 500.000,
= Rp.75.000.000,-



Pasal 16
(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah

melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi,
kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tertangguh jika:
a. diterbitkan surat teguran; atau
b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun

tidak langsung.
(3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf

a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterirnanya surat teguran
tersebut.

BABXI
KEDALUWARSA

Pasal 15
(1) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau

kurang membayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2%
(dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang
dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

(2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (I) didahului
dengan surat teguran

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pelaksanaan pemungutan retribusi
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BABX
SANKSIADMINISTRATIF

Pasal14
(1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan

menggunakan STRD.
(2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului

dengan surat teguran.
(3) Pengeluaran surat teguran /permgatanysurat lain yang sejenis sebagai tindakan

awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh] hari sejak
tanggal jatuh tempo pembayaran.

(4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat
tegurarr/peringatanysurat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi
retribusi yang terutang.

(5) Surat teguran /peringatanysurat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

_______(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan dan penerbitan surat
tegurarr/peringatanysurat lain yang sejenis diatur dengan peraturan bupati.

BABIX
PENAGIHAN



Pasal21
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan perizinan diatur dengan
peraturan bupati.

(1)
Pasal20

Setiap pelaku usaha wajib mengajukan permohonan perubahan izin dalam hal
melakukan perubahan yang berdampak pada peningkatan gangguan dari
sebeJumnya sebagai akibat dari:
a. perubahan sarana usaha;
b. penambahan kapasitas usaha;
c. perluasan lahan dan bangunan usaha; danJatau
d. perubahan waktu atau durasi operasi usaha
Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi oleh
pelaku usaha, bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat mencabut izin usaha

(2)

Pasal 19
Izin gangguan berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan
kegiatan usahanya.

BABXIII
KETENTUANPERIZINAN

Pasal 18
<c:> (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas

dasar pencapaian kinerja tertentu.
(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(3) Tatacara pemanfaatan retribusi dan insentif pemungutan diatur lebih lanjut

dengan peraturan bupati.

BABXII
INSENTIFPEMUNGUTAN

Pasal 17
(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karen a hak untuk melakukan

penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang retribusi yang sudah

kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur

dengan Peraturan Bupati.

(4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih
mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau
penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.



Pasal23
(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan

keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga] bulan atau
pidana denda paling banyak 3 (tiga)kali jumlah Retribusi terutang yang tidak
atau kurang dibayar.

(2) Tindak pidana sebagaiman dimaksud pada ayat (1)adalah pelanggaran.
(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1)merupakan penerimaan Negara.

BABXV
KETENTUANPIDANA

h.

1.

j.
"--- k.

Pasal 22
(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi

wewenangkhusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak Pidana
di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang
Hukum Acara Pidana.

(2) WewenangPenyidiksebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah :
a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan

berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar
keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih Iengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi
atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan
dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan
sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain
<c;> berkenaan dengan tindak pidana bidang Retribusi Daerah;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,
pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan
terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantu an tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan
tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

g. menyuruh berhenti darr/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan
atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang, benda darr/atau dokumen yang dibawa;
memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi
Daerah;
memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi;
menghentikan penyidikan dan/atau:
melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak
pidana dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

(3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum
melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam Undang - Undang Hukum Acara Pidana.

BABXN
PENYIDIKAN



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2012 NOMOR .0.9

H.ABDELFADILLAH

<c:»:

SEKRETARISDAERAHKABUPATENTABALONG,

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 12 Desember 2012

Ditetapkan di Tanjung
pada tangg 12 Deaernber- 2012

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
,__./ ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong.

Pasal26
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal25
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten
Tabalong Nomor 12 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Tempat Usaha dan Izin
Undang-undang Gangguan (HO) (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 16
Tahun 2004 Seri C NomorSeri 07) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal24
Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, segala ketentuan yang mengatur
mengenai izin gangguan dinyatakan masih tetap berlaku, sepanjang tidak
bertentangan dengan peraturan daerah ini.

BABXVI
KETENTUANPENUTUP



LEMBARANDAERAHKABUPATENTABALONGTAHUN2012 NOMOR.Q9

H.ABDELFADILLAH

SEKRETARISDAERAHKABUPATENTABALONG,

Diundangkan di Tanjung
padatanggal 12 Desember 2012

.RACHMANRAMSYI

Ditetapkan di Tanjung
padatanggal 12 Desember 2012

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
'----' ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong.

Pasal26
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal25
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten
Tabalong Nomor 12 Tahun 2004 ten tang Retribusi Izin Tempat Usaha dan Izin
Undang-undang Gangguan (HO) (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 16
Tahun 2004 Seri C Nomor Seri 07) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal24
Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, segala ketentuan yang mengatur
mengenai izin gangguan dinyatakan masih tetap berlaku, sepanjang tidak
bertentangan dengan peraturan daerah ini.

BAB XVI
KETENTUANPENUTUP



LEMBARANDAERAHKABUPATENTABALONGTAHUN2012 NOMORO.9

H.ABDELFADILLAH

SEKRETARISDAERAHKABUPATENTABALONG,

Diundangkan di Tanjung
padatanggal 12 Desember 2012

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 2 Desember 2012

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
"---- ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong.

Pasal26
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal25
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten
Tabalong Nomor 12 Tahun 2004 ten tang Retribusi Izin Tempat Usaha dan Izin
Undang-undang Gangguan (HOl (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 16
Tahun 2004 Seri C Nomor Seri 07) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasa124
Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, segala ketentuan yang mengatur
mengenai .izin gangguan dinyatakan masih tetap berlaku, sepanjang tidak
bertentangan dengan peraturan daerah ini.

BAB XVI
KETENTUANPENUTUP



LEMBARANDAERAHKABUPATENTABALONGTAHUN2012 NOMOR0.9

H.ABDELFADILLAH

SEKRETARISDAERAHKABUPATENTABALONG,

.RACHMANRAMSYI

Diundangkan di Tanjung
padatanggal 12 Desember 2012

Ditetapkan di Tanjung
padatanggal 2 Desember 2012

--~ Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong.

Pasal26
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal25
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten
Tabalong Nomor 12 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Tempat Usaha dan Izin
Undang-undang Gangguan (HO) (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 16
Tahun 2004 Seri C Nomor Seri 07) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal24
Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, segala ketentuan yang mengatur
mengenai izin gangguan dinyatakan masih tetap berlaku, sepanjang tidak
bertentangan dengan peraturan daerah ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

.. -



LEMBARANDAERAHKABUPATENTABALONGTAHUN2012 NOMORQ9

H.ABDELFADILLAH

SEKRETARISDAERAHKABUPATENTABALONG,

Diundangkan di Tanjung
padatanggal 12 Desember 2012

Ditetapkan di Tanjung
padatanggal 12 Desember 2012

r' Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong.

Pasal26
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal25
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten
Tabalong Nomor 12 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Tempat Usaha dan lzin
Undang-undang Gangguan (HO) (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 16
Tahun 2004 Seri C Nomor Seri 07) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal24
Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, segala ketentuan yang mengatur
mengenai izin gangguan dinyatakan masih tetap berlaku, sepanjang tidak
bertentangan dengan peraturan daerah ini.

BABXVI
KETENTUANPENUTUP


